
    

BUPATI GORONTALO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang: 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1. 

a. 

BUPATI! GORONTALO, 

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan 
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, 
antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2014: 

bahwa berdasarkar. pertimbangan sebagairaana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat “IT di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822): 
. Undang-Undang “Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286): 

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembarai Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 14355), 

Undang-Undang Nomor J5 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400): 

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Repub!ik Indonesia: Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang 

Nomor 12 Tahi 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nyrnor 4844): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Ncmor 5049),



“ 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tarmbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234): 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 
Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lernbarar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147): 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan “an 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44 16), sebagaimana telah 
diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan 
Pemerintah Nomof 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4712), 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 136, Tarabahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574): 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Repuoiik Indonesia Nomor 4578): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 rentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tertang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614): 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomcr 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daeran Kabupaten Gorontalo Tahun 
2006 Nomor 4 Seri EJ: 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 
i Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun | Anggaran 2014 (Lembaran Dearah 
Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor S5): 

Dengan Persetujuan Bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Gorontalb 

Menetapkan : 

dan 

BUPATI GORONTALO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2014. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014 semula berjumlah Rp. 850.646.801.914,00.- bertambah 

sejumlah Rp. 39.179.822.922,89,- sehingga — menjadi 
Rp. 889.826.624.836,89.- dengan rincian sebagai berikut :



    

1. Pendapatan Daerah 

  

a. Semula Rp. 850.646.801.914,00,- 

b. Bertambah Rp. 39.179.822.922 89.- 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 
Rp. 889 826.624.336,89.- 

  

2. Belanja 

a. Semula | Rp. 850.646.801.914,00,- 
b. Bertambah | Rp. 124.889.914.033,73.. 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Rp. 975.536.715.947,78,- 

(Defisit) setelah Perubahan Rp. (85.710.091.110,89) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

  

1) Semula Rp. | 0,00,- 

2) Bertambah Rp. 86.910.091.110,39,- 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

Rp. 86.910.091.110,89,- 

b. Pengeluaran 

  

.1) Semula Rp. 0,00,- 
! 

2) Bertambah Rp. 1.200.000.000,0o,- 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

Rp. 1.200.000.000,00,- 

Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan 

Rp. 85.710.091 110,89 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula Rp. 62.561.903.084,00,-



  

2)Bertambah Rp. 19.466.261.030,80.- 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Peribahan 
Rp. 82.0283.164.114,89,- 

Dana Perimbangan 

1) Semula Rp. 676.530.307.537,- 

2) Berkurang | Rp. 48.290.774,- 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan 
Rp. 676.482.007.763,- 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

1) Semula Rp. 111.554.591.293,00- 

2) Bertambah ' Rp. 19.761.861.666,00,- 

. Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah “setelah 

Perubahan Rp. 131.3 16.452.959,00,- 

(2) Pendapatan Daerah: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. 

b. 

Pajak Daerah 

1) Semula Rp. 9.198.641.572,- 
2) Bertambah Rp. 1.705.000.000,- 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah seteiah Perubahan 

Rp. 10.903.641.572,- 

Retribusi Daerals 

1) Semula Rp. 6.785.508.251,- 
2) Berkurang kp. 2.100.000.000,- 
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan 

Rp. 4.685.508.251,- 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

1) Semula — Rp. 5.547.526.370,00,- 

2) Bertambah / Berkurang Rp. 0,00,- 

Jumlah Hasil ipengelolaan kekayaan daerah vang 

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.547.526.370,00,-
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d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
1) Semula . Rp. 41.030.226.891,00,- 
2) Bertambah Rp. 19.861.261.030.89.. 

  

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
setelah Perubahan Rp. 60.891.487.921,89,- 

(3) Dana Perirabangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari, jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasi! 

1) Semuia Rp. 11.366.923.537,- 
2) Berkurang Rp. 48.299.774,- 
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan 
Rp. 11.318.623.763,- 

b. Dana alokasi umum 

1) Semula . Rp. 601.207.484.000,- 
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,- 

  

Jumlah Dana “alokasi umum setelah Perubahan 

Rp. 601.207.484.000,- 

c. Dana alokasi khusus 

1) Semula | Rp. 63.955.900.069,- 

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,- 

Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan 
Rp. 63.955.900.000,- 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf Cc, terdiri dari jenis 

pendapatan : 

a. Hibah 

1) Semula Rp. 0 ha 

i 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 .: 

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 0 0. 

b. Dana Darurat 

.1) Semula 2 Rp. 0 La 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0 an 

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp.0 »:



PL 

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dati Provinsi 

1) Semula Rp. 14.715.295.293,- 
2) Bertambah/berkurang Rp. 10.419.089.666,- 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan 

Rp. 25.134.384.950 
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 

1) Semula : Rp. 96.839.296.000,- 
2) Bertambah Rp. 4.445.772.000,- 
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus 

setelah Perubahan Rp. 101.286.068.000,- 

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah 

daerah lainnya 

1) Semula | Rp. O - , 

  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 0x 
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp.O —— 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

| terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

  

  

1) Semula Rp. 541.275.531.931,00,- 
- 2) Bertambah Rp. 50.360.926.522,96,- 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

setelah Perubahan Rp. 591.636.458.453,56,- 

b. Belanja Langsung 

1) Semula Rp. 309.371.269.983,00,- 

2) Bertambah Rp. 74.528.987.510,82,- 

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan 

Rp. 383.900.257.493,82,- 

TA 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, terdiri dari jenis velanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah | oa 

1) Semula ) Rp. 513.145.346.335,00,-



  

. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 - 

2) Bertambah Rp. 43.282.926522 96.- 

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan 

Rp. 556.428.272.857,96,- 

Belanja bunga 

1) Semula 6 Rp. 0 - , 

2) Bertambah/berkurang Rp. 0 ga 
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,- 

Belanja subsidi 

1) Semula . Rp. O - 7, 

Lama 

Jumlah. Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,- 

Belanja hibah 

  

i 1) Semula Rp. 3.025.060.000,- 

2) Bertambah Rp. 350.000.000,- 

Jumlah Belarja hibah setelah Perubahan 

Rp. 3.375.000.000,- 

Belanja bantuan sosial 

1) Semula | Rp. 2.871.250.C00,- 

2) Bertambah — Rp... 290.000.000.- 
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan 

Rp. 3.161.250.000,- 

Belanja bagi hasil kepada desa 

1) Semula # Rp. 1.231.290.596,- 

2) Bertambah Rp. D,- 
  

Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan 

Rp. 1.231.290.596,- 

Belanja bantuan keuangan kepada desa 

1) Semula 1 Rp. 20.002.645.000,- 

2) Bertambah Rp. 3.438.000.000,- 

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan 

Rp. 23.440.645.000,- i 

. Belanja tidak terduga 

1) Semula Rp. 1.000.000.000,-
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2) Bertarnbah/ Berkurang Rp. 3.000.000.000,- 

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan 
Rp. 4.000.000.000,- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdiri dari jenis belanja : 

ai Belanja pegawai 

  

1) Semula Rp. 44.458.190.922,- 

2) Bertambah - Rp. 6.896.513.570,- 

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan 

Rp. 51.354.704.492,- 

b. Belanja barang dan jasa 

1) Semula Rp. 125.717.470.561,00,- 

2) Bertambah Rp. 37.468,387,800,82,- 
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan 

Rp. 163.185.858.361,82,- 

c. Belanja modal 

  

1) Semula Rp. 139.195.508.500,- 

2) Bertambah Rp. 30.1654.086.140,- 

Jumlah Belanja . modal: setelah. -£#: Perubahan 

Rp. 169.359.694.640,- 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah: sebagaimana dimaksud dalain Pasal 1 

terdiri dari : 

a. Penerimaan 

  

1) Semula | Rp. 0,00,- 

2) Bertambah Rp. 86.910.091.110,89,- 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahar. 

Rp. 86.910.091.110,89,- 

b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 0,00,- 

2) Bertambah/Berkurang Rp. 1.200.000.000,00,-



  

11 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

Rp. 1.200.000.000,00,- 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya 

1) Semula Rp. 0,0C,- 

2) Bertambah Rp. 86.910.091.110,39,- 

Jumlah SiLPA" ' Tahun Anggaran — sebelumnya 

setelah Perubahan Rp. 386.910.091.119,89,- 

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 5. 

1) Semula ) Rp. - 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. - 

Jumlah Pencairan dana cadangan 

setelah Perubahan ) Rp. 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

sejumlah Rp. - 

1) Semula Rp. - 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. - 

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. - 

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. - 

1) Semula Rp. - 

  

2) Bertambah//berkurang) Rp. - 

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah 

setelah Perubahan Rp. 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. - 

1) Semula Rp. ”- 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. - 

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

setelah Perubahan Re. 

Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. - 

1) Semula Rp. -
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2) Bertambah/ (berkurang) Rp. - 

Jumlah Penerimaan piutang daerah 

setelah Perubahan Ro. - 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. - 

1) Semula i Rp. - 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.” -   

Jumlah Pembentukan dana cadangan 

setelah Perubahan Rp. - 

b. Penyertaan rnodal.(investasi) pemerintah daerah 

1) Semula : Rp. - 

2) Bertambah/Berkurang Rp..- 

Jumlah Penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. - 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah 

1) Semula Rp. - 

2) Bertambah Rp. 1.200.006.000,- 

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh 

tempo setelah Perubahan Rp. 1.200.009).000,- 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. ' .- 

1) Semula : Rp. - 

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. . - 
  

Jumlah Pemberian pinjaman daerah 

dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. - 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah,
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2. Lampiran Il Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, 

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 

4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 

SKPD, Program dan Kegiatan: 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

untuk  Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

i dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Daerah: 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 

Golongan dan Per Jabatan: 

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pernerintah Daerah yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah : 

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

ini: 

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan. 

Pasai 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlawki pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Daerah ini 

pengundangan 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal (4 Agas hut Jok 

    
Diundangkan di Limboto 

pada tanggal IA 2G Dera 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

KL 

“0 

ADIJAH U. TAYEB 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 6


